PR b. bahwa untuk mendorong pemerintah daerah agar terwujudnya
| peningkamnakseedanmumpendidﬂmnbagimasyamht,perm
f mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah;

. ¢. bahwa sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PPU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertahap Internasional
dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program
sekolah gratis, maka sistem mekanisme penyaluran dan
pertanggungjawaban dana yang bersumber dari ABPD Provinsi dan
APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah
Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2011, perlu disempurnakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan,

d. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah

sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan tujuan dan

sasaran perlu petunjuk teknis;

—
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' pendidikan (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun !
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

N perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali terakhir
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
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telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 imm'ng '
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(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 10),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 |

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi 1

Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun

L 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN ;
MUSI RAWAS UTARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
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B 9.Tim Manajemen Program Sckolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis
J yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara

. Pasal 2
(1) Setiap penduduk Kabupaten dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan
sekolah gratis.

(2) Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI, dan
SMP/SMPLB/MTs, baik negeri maupun swasta.

(3) Setiap sekolah negeri mulai jenjang SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs wajib
melaksanakan program sekolah gratis.
Pasal 3

Setiap SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan
biaya operasional sekolah dari Pemerintah Kabupaten.
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berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama. ‘
(5) Besarnya dana Sharing Program sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa disetiap Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 6

(1) Penggunaan dana program sekolah gratis di sekolah/madrasah harus didasarkan pada
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

(2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disusun berdasarkan kesepakatan dan
keputusan bersama antara Kepala sekolah/madrasah dengan Dewan Guru dan Komite
Sekolah/madrasah.
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c. pembiayaan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (ATK), makan
b /minum rapat, pajak kendaraan operasional sekolah dan pemeliharaan kendaraan
i operasional sekolah.

‘ d. pembiayaan penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan keagamaan meliputi :
insentif panitia, insentif narasumber, konsumsi dan hadiah.

e. biaya kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan meliputi :
uang harian perjalanan dinas dan pembayaran dana yang menyangkut pada
kegiatan tersebut.

Bagian Keempat
Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana
Program Sekolah Gratis
Pasal 8

Dana program sekolah gratis dilarang untuk :

a, melakukan pembayaran yang sudah didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah.
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setinggi-tingginya Rp 250.000,00
g. honor wakil kepala sekolah per bulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan
setinggi-tingginya Rp 500.000,00
Besaran honor disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

(2) Honor pengelola dana program sekolah gratis ditetapkan sebagai berikut:
a. Jika besar dana per triwulan dibawah Rp 10.000.000,00 maka:
(1) honor penanggung jawab/kepala sekolah per triwulan serendah-rendahnya Rp
300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 600.000,00

(2) honor bendahara dana program sekolah gratis per triwulan serendah-rendahnya
Rp 150.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 450.000,00

b. Jika besar dana per triwulan diatas Rp 10.000.000,00 maka:

(1) honor penanggung jawab/kepala sekolah per triwulan serendah-rendahnya Rp
600.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 900.000,00

(2) honor bendahara dana program sekolah gratis per triwulan serendah-rendahnya

Rp 300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 600.000,00
7
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- 100.000,00 untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
c. Uang harian maksimum pada kegiatan ke Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi
Rawas setinggi-tingginya Rp. 120.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil dan setinggi-
tingginya Rp. 100.000,00 untuk Non Pegawai Negeri Sipil.

E Besaran uang harian diberikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh lebih dari 5
kilometer dari sekolah/madrasah.

* (5) Makan/minum kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

a. makan/minum per orang serendah-rendahnya Rp 15.000,00 dan setinggi-tingginya
Rp 25.000,00

b. kudapan (snack) per orang serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya
Rp 15.000,00

(6) Pemeliharaan kendaraan operasional sekolah ditetapkan setinggi-tingginya Rp
1.000.000,00 per triwulan.

(7) Belanja hadiah perlombaan pada kegiatan hari besar nasional dan keagamaan
ditetapkan per jenis perlombaan setinggi-tingginya Rp 300.000,00.

(8) Insentif kegiatan perayaan hari besar nasional dan keagamaan dihitung per hari
maksimal 6 (enam) hari, ditetapkan sebagai berikut:

a. penanggung jawab serendah-rendahnya Rp 25.000,00 dan setinggi-tingginya Rp
50.000,00.
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(3) Monitoring pasca kegiatan untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah 1
gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang
tepat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

(1) Setiap sekolah/madrasah penerima dana program sekolah gratis wajib membuat dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis
Kabupaten.

(2) Setiap sekolah penerima program sekolah gratis yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), akan diberikan sanksi administrasi berupa :

a. teguran lisan/tertulis;

b. penghentian sementara pemberian biaya operasional sekolah/madrasah selama 1
(satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah/madrasah dimaksud masih melanggar

9
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